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 Variasi harga LPG 3 Kilogram di tingkat pedagang sering menimbulkan 
perdebatan. Terutama ketika harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi 
(HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menarik untuk dikaji 
karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta Tas‘ir 
dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram pada pedagang di Desa 
Sucopangepok Kecamatan Jelbuk. Beserta keabsahannya berdasarkan 
perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sesuai dengan tujuan peneliti 
yakni untuk memahami secara mendalam fenomena penyesuaian harga 
LPG yang terjadi di masyarakat secara nyata. Data diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian harga LPG 3 Kilogram terjadi 
akibat kelangkaan pasokan, peningkatan permintaan, serta biaya distribusi 
dan operasional. Penyesuaian harga diperbolehkan dalam hukum ekonomi 
syariah apabila dilakukan secara wajar tanpa unsur eksploitasi. Namun, 
penjualan di atas HET pada kondisi normal dan distribusi yang 
mengutamakan pengecer bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, 
tas‘ir, hifzh al-mal. Kenaikan harga saat kelangkaan dapat diterima 
sepanjang sebanding dengan biaya tambahan nyata, kewajaran laba, 
prinsip kemaslahatan. Jadi, keabsahan penyesuaian harga LPG 3 Kilogram 
berdasarkan hukum ekonomi syariah bersifat kontekstual sesuai kondisi 
yang melatarbelakangi. 
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Pendahuluan  

LPG 3 Kilogram merupakan barang bersubsidi yang berperan penting dalam memenuhi 

kebutuhan energi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. (Adelia dkk., 2023) Guna menjaga 

keterjangkauan harga dan pemerataan distribusi, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Harga 

Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000,00 per tabung. Pengaturan tersebut tertera dalam Surat 

Edaran Bupati Jember Nomor 500.10.1/22/35.09.1.21/2025. (Surat Edaran Tentang Harga Tertinggi 

LPG Tabung 3 kg Bersubsidi, 2025) Kebijakan tersebut sejalan dengan tas‘ir dalam hukum ekonomi 

syariah. tas‘ir yakni pengaturan harga yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, serta prinsip 

keadilan dalam transaksi. (Hadi, 2022)  

Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penjualan LPG 3 

kilogram di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Berdasarkan kondisi di 

lapangan, harga LPG di tingkat pedagang ecer berkisar Rp22.000,00–Rp23.000,00 per tabung, 
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termasuk melampaui HET yang ditetapkan pemerintah. (Bu Lia, komunikasi pribadi, Desember   pukul 

09.30 WIB 2025) Berdasarkan informasi dari salah satu pedagang, kenaikan harga tersebut berkaitan 

dengan kendala ketersediaan dan distribusi. (Bu Rohil, komunikasi pribadi, Desember   pukul 18.43 

WIB 2025) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan harga subisdi yang 

semestinya dengan praktik perdagangan yang terjadi secara nyata. Hal tersebut sekaligus 

menimbulkan persoalan mengenai faktor penyesuaian harga serta kewajaran keuntungan yang 

diperoleh pedagang. 

Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, penelitian terdahulu yang telah membahas 

penetapan harga khususnya perspektif hukum ekonomi syariah. Lebih cenderung mengkaji keadilan, 

mekanisme pasar, dan keuntungan pedagang. (Daulay, 2024) Sedangkan penelitian mengenai LPG 3 

Kilogram lebih banyak berfokus pada distribusi subsidi antara pangkalan dan konsumen saja. 

(Wulandari, 2024) Perbedaan pandangan mengenai penetapan harga tersebut menunjukkan bahwa 

persoalan penyesuaian harga masih terbuka untuk dikaji. Terutama alur yang utuh mulai dari tingkat 

pangkalan, pedagang ecer hingga konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus 

menelaah praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram dengan mempertimbangkan keterkaitan antara 

HET dan kondisi distribusi. 

 Kajian ini penting karena penyesuaian harga LPG 3 Kilogram tidak hanya berkaitan dengan 

kepatuhan terhadap ketentuan HET. Akan tetapi juga menyangkut keadilan bagi konsumen dan 

kewajaran laba pedagang dalam kondisi distribusi yang tidak selalu stabil. Kebaruan penelitian ini 

terletak pada pengkajian praktik penyesuaian harga secara khusus pada pedagang di Desa 

Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, dengan menelaah faktor yang melatarbelakangi perbedaan harga. 

Beserta kesesuaiannya dengan tas‘ir, kewajaran laba, dan hifzh al-mal dan prinsip dalam hukum 

ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai selisih harga dari ketentuan 

pemerintah. Melainkan juga mengkaji dasar penyesuaian harga dalam kaitannya dengan keadilan dan 

kemaslahatan para pihak. 

 Atas dasar itu, penelitian ini berfokus pada praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram oleh 

pedagang di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Kemudian menelaah faktor-

faktor yang melatarbelakangi penetapan harga dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. 

Fokus tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana teori dalam hukum ekonomi syariah 

digunakan untuk menilai praktik harga di atas HET dalam konteks perdagangan LPG bersubsidi. 

 

Metode Penelitian/Metode Kajian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Mengingat 

penelitian ini berfokus untuk memahami secara mendalam praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram 

serta faktor yang melatarbelakanginya. (Fattah Nasution, 2023) Penelitian dilakukan di Desa 

Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dengan melibatkan tujuh narasumber yang 

dipilih secara purposive sampling. Sehingga pemilihan dilakukan berdasarkan keterlibatan langsung 

dalam praktik jual beli LPG.  
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Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif moderat untuk mengamati dan melakukan 

praktik jual beli secara langsung. Wawancara semi terstruktur untuk menggali pengalaman dan 

pertimbangan narasumber Kemudian dokumentasi sebagai data pendukung. (Sugiyono, 2020) Sumber 

data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan. Sedangkan data sekunder 

berasal dari literatur, peraturan terkait, dan sumber hukum Islam yang relevan. Selanjutnya, data 

dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola dan makna pada penelitian ini. (Matthew 

B dkk., 2014) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram ini dilaksanakan di Desa Sucopangepok, 

Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember pada Desember 2025 hingga Juli 2026. Data dikumpulkan 

melalui observasi partisipatif moderat, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi sebagai data 

pedukung. Data bersumber dari tujuh informan, yaitu satu pengelola pangkalan, dua pedagang ecer, 

dan empat konsumen. Cakupan data berupa proses distribusi LPG, penetapan harga di pangkalan dan 

pengecer, beserta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga. Hasil pengumpulan data tersebut 

selanjutnya dikaji untuk memahami praktik penyesuaian harga LPG 3 Kilogram di lokasi penelitian 

berdasarkan hukum ekonomi syariah. 

A. Praktik Penyesuaian Harga LPG 

Distribusi LPG 3 Kilogram di Desa Sucopangepok pada kondisi normal berlangsung dari 

SPBE, agen kemudian pangkalan hingga pengecer atau konsumen. (Irma, komunikasi pribadi, Mei 

2026) Pengecer umumnya memperoleh pasokan dengan membeli langsung ke pangkalan 

menggunakan kendaraan pribadi. (Sapuro, komunikasi pribadi, 28 April 2026) Namun, ketika 

terjadi peningkatan permintaan atau keterbatasan stok, pangkalan dan pengecer mencari pasokan 

alternatif. Baik daerah luar desa seperti Suger dan Sukojember bahkan kecamatan lain. (Irma, 

komunikasi pribadi, Mei 2026) 

Dalam kondisi normal, pangkalan memperoleh LPG dari agen sekitar Rp16.000,00 per 

tabung dan menjualnya kepada pengecer seharga Rp18.000,00. Harga penjualan langsung kepada 

konsumen tidak dilakukan secara langsung. Melainkan melalui toko keluarga berkisar 

Rp20.000,00 per tabung dengan margin keuntungan pangkalan sekitar Rp2.000,00. Harga tersebut 

relatif stabil karena biaya distribusi dari agen ke pangkalan ditanggung oleh agen. Namun, ketika 

pasokan terbatas harga perolehan dapat meningkat menjadi Rp19.000,00 menjadikan harga jual 

mencapai Rp21.000,00 per tabung. Kenaikan ini berkaitan dengan tambahan biaya transportasi, 

bahan bakar, tenaga, dan waktu. Sedangkan margin keuntungan pangkalan tetap sekitar 

Rp2.000,00 per tabung. (Irma, komunikasi pribadi, Mei 2026) 

Pada tingkat pengecer, harga perolehan LPG dalam kondisi normal berkisar Rp20.000,00–

Rp22.000,00 per tabung, dengan harga jual Rp22.000,00–Rp24.000,00. (Devi, komunikasi pribadi, 

29 April 2026) Margin keuntungan pengecer relatif tetap, yaitu sekitar Rp2.000,00 per tabung 

tetapi harga jual dapat meningkat hingga Rp25.000,00 ketika pasokan terbatas. (Sapuro, 
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komunikasi pribadi, 28 April 2026) Kondisi geografis Desa Sucopangepok yang berbukit, dengan 

akses jalan menanjak dan berliku, turut meningkatkan biaya distribusi. (Kompasiana, 2024) 

Meskipun demikian, sebagian pengecer memilih menghentikan sementara penjualan ketika stok 

tidak tersedia terutama karena hanya bergantung pada satu sumber pasokan. (Devi, komunikasi 

pribadi, 29 April 2026) 

Di sisi konsumen, kenaikan harga diterima secara situasional karena LPG merupakan 

kebutuhan pokok rumah tangga yang sulit digantikan. (Jumaina, komunikasi pribadi, 27 April 

2026) Penerimaan tersebut bukan berarti konsumen sepenuhnya menyetujui kenaikan harga 

melainkan akibat terbatasnya pilihan ketika pasokan sulit diperoleh. (Suwistriana, komunikasi 

pribadi, 27 April 2026) Dengan demikian, penyesuaian harga LPG 3 kilogram di Desa 

Sucopangepok dipengaruhi oleh ketersediaan stok, jalur distribusi, dan biaya operasional. 

Kenaikan harga cenderung mengikuti peningkatan biaya perolehan, sementara margin 

keuntungan pelaku usaha relatif tetap. Selain itu, keterbatasan akses pasokan juga menyebabkan 

sebagian pengecer memilih menghentikan penjualan daripada menaikkan harga. 

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Praktik Penyesuaian Harga LPG 3 

Kilogram  

Pada kondisi pasar normal, pangkalan menjual LPG 3 Kilogram melalui toko keluarga 

seharga Rp20.000,00, yang mana hal tersebut melebihi HET sebesar Rp18.000,00. Akibatnya, 

konsumen harus membayar Rp2.000,00 lebih tinggi dari harga resmi meskipun tidak terdapat 

tambahan biaya distribusi. Dalam perspektif tas‘ir jabariyah, penetapan harga oleh pemerintah 

bertujuan mencegah kezaliman dan menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok. (Gojali & Setiawan, 

2023)  

Harga di atas HET tanpa dasar biaya tambahan tersebut, tidak sejalan dengan tujuan 

kebijakan subsidi yang seharusnya diterima masyarakat. Sejalan dengan itu, prinsip keadilan ( ‘adl) 

menuntut agar konsumen memperoleh LPG subsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. 

(Syah, 2025) Dari perspektif hifzh al-mal, kondisi ini juga menunjukkan belum optimalnya 

perlindungan harta konsumen akibat pengeluaran tambahan yang tidak didukung peningkatan 

biaya distribusi. (Mansur dkk., 2024) 

Jika ditinjau dari kewajaran laba, modal pangkalan sebesar Rp16.000,00 dan harga jual 

Rp20.000,00 menghasilkan keuntungan Rp4.000,00 per tabung. Menurut Wahbah al-Zuhaili dan 

Ibnu Wahab, batas keuntungan sepertiga modal menghasilkan harga jual maksimal Rp21.333,00. 

(Noufal Azmi, 2022) Sedangkan ukuran keuntungan maksimal 10% menurut Al-Ghazali 

menghasilkan harga maksimal Rp17.600,00. (Februari dkk., 2024) Dengan demikian, harga jual 

tersebut masih berada di bawah batas sepertiga tetapi melampaui ukuran 10%. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa keuntungan pangkalan masih dapat diterima berdasarkan ukuran sepertiga. 

Akan tetapi kurang proporsional menurut ukuran 10% terutama karena tidak terdapat tambahan 

biaya distribusi. 

Berbeda dengan kondisi tersebut, kenaikan harga LPG di pangkalan menjadi Rp21.000,00 

saat kelangkaan terjadi karena peningkatan biaya perolehan dan operasional. Dalam perspektif 
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tas‘ir, kenaikan harga yang terbentuk secara alami akibat keterbatasan pasokan dapat diterima 

selama tidak disertai monopoli, penimbunan, atau eksploitasi. (Basari dkk., 2024) Pandangan Ibnu 

Taimiyah juga menegaskan bahwa kenaikan harga alami tidak serta-merta memerlukan intervensi 

pemerintah selama tidak mengandung unsur kezaliman. (Hannanong dkk., 2024) Oleh sebab itu, 

kenaikan harga dalam kondisi ini dapat dibenarkan karena didasarkan pada peningkatan biaya 

nyata. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip keseimbangan (wasathiyah), yang 

menghendaki perlindungan terhadap kepentingan penjual dan pembeli secara proporsional. 

(Syamsuri dkk., 2024) 

Dari sisi kewajaran laba, modal pangkalan sebesar Rp19.000,00 dengan harga jual 

Rp21.000,00 menghasilkan keuntungan Rp2.000,00 per tabung. Harga tersebut masih di bawah 

batas sepertiga modal dengan harga maksimal Rp25.333,00 berdasarkan ungkapan Ibnu Wahab 

dan Wahbah Zuhaili.  Akan tetapi sedikit melampaui ukuran keuntungan maksimal 10% menurut 

Al-Ghazali, yakni dengan harga maksimal Rp20.900,00. (Khoirunnisa & Saelangi, 2022) Dengan 

demikian, keuntungan tersebut masih wajar menurut ukuran sepertiga sedangkan penilaian 

berdasarkan ukuran 10% perlu mempertimbangkan kenaikan biaya perolehan. Sementara dari 

perspektif hifzh al-mal, margin keuntungan yang tetap menunjukkan bahwa penyesuaian harga 

lebih proporsional. (Musanna & Aulia Fitri, dan Deva Nabilah, 2024) Kenaikan modal nyata serta 

tidak diikuti peningkatan keuntungan dilakukan oleh pedagang untuk menutupi biaya usaha tanpa 

memperbesar margin secara berlebihan. 

Pada tingkat pengecer, harga LPG berkisar Rp22.000,00–Rp24.000,00 dengan modal 

perolehan Rp20.000,00–Rp22.000,00 per tabung. Harga tersebut dipengaruhi biaya transportasi, 

tenaga, keterbatasan pembelian, serta harga kulaan yang lebih tinggi dibandingkan pangkalan 

resmi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan ulama Malikiyah, sebagian Syafi‘iyah, sebagian 

Hanabilah, dan Imam asy-Syaukani yang memberikan ruang bagi pembentukan harga melalui 

mekanisme permintaan dan penawaran. (Nuramalia, 2022) Oleh karena itu, penyesuaian harga 

pengecer dapat diterima selama mempertimbangkan biaya usaha dan tidak merugikan konsumen 

secara berlebihan. Selain itu, prinsip kemaslahatan (maslahah) mendukung keberadaan pengecer 

karena membantu masyarakat memperoleh LPG dari lokasi yang lebih dekat. (Syah, 2025) Dengan 

demikian, keuntungan yang wajar dapat mendukung keberlangsungan usaha sekaligus 

memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. 

Kewajaran harga tersebut juga dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh 

pengecer. Dengan modal Rp20.000,00 dan harga jual Rp22.000,00, pengecer memperoleh 

keuntungan Rp2.000,00 atau 10% dari modal. Sementara itu, modal Rp22.000,00 dengan harga 

jual Rp24.000,00 menghasilkan keuntungan yang sama atau sekitar 9,09% dari modal. Kedua 

harga tersebut masih berada di bawah batas sepertiga menurut Ibnu Wahab dan Wahbah al-

Zuhaili serta tidak melampaui ukuran 10% menurut Al-Ghazali. (Shifa, A. N & Mutho’am, A, 2023)  

Oleh karena itu, keuntungan pengecer dapat dinilai wajar berdasarkan kedua ukuran tersebut. 

Penilaian ini juga sejalan dengan prinsip hifzh al-mal, karena margin yang relatif tetap 
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menunjukkan bahwa kenaikan harga mengikuti peningkatan modal tanpa berniat merugikan 

pihak pembeli. (Zailani dkk., 2022) 

Namun, penilaian berbeda ketika harga LPG meningkat hingga Rp25.000,00 per tabung 

akibat lonjakan permintaan dan keterbatasan pasokan. Dalam kondisi tersebut, konsumen 

memiliki pilihan yang lebih terbatas terhadap LPG yang sudah menjadi kebutuhan pokok 

masyarakat. Dalam perspektif tas‘ir, menurut Sa‘id bin al-Musayyab, Rabi‘ah bin ‘Abdurrahman, 

dan Yahya bin Sa‘id al-Anshari. Membolehkan penetapan harga dalam kondisi seperti ini dengan 

tujuan menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan masyarakat. (Patuti dkk., 2023) Jadi, 

intervensi pemerintah dapat dibenarkan apabila kenaikan harga mengancam kemaslahatan 

umum. 

Jika dilihat dari kewajaran laba, modal Rp20.000,00 dengan harga jual Rp25.000,00 

menghasilkan keuntungan Rp5.000,00 atau 25% dari modal. Keuntungan tersebut masih berada di 

bawah batas sepertiga menurut Ibnu Wahab dan Wahbah Zuhaili yakni sebesar Rp6.667,00. Akan 

tetapi melampaui ukuran 10% sebesar Rp2.000,00 berdasarkan ungkapan Al-Ghazali. (Al 

Khuluqiy, Mabafasa, 2026) Artinya, keuntungan tersebut masih dapat diterima menurut ukuran 

sepertiga, tetapi tergolong tinggi berdasarkan ukuran 10%. Meskipun pengecer harus mencari 

stok hingga ke luar desa atau kecamatan, kenaikan harga tetap perlu mempertimbangkan 

besarnya biaya benar-benar dikeluarkan. Kemudian dari perspektif hifzh al-mal, kenaikan tersebut 

dapat dibenarkan sepanjang sebanding dengan biaya dan pengorbanan usaha. Bukan semata-mata 

memanfaatkan kelangkaan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. (Arifyanto, 2025) Dengan 

demikian, perlindungan harta pedagang perlu berjalan seimbang dengan perlindungan harta 

konsumen. 

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penyesuaian harga LPG 3 Kilogram dapat 

dibenarkan apabila didasarkan pada kenaikan biaya perolehan dan operasional yang nyata, 

transparan, serta proporsional. Sebaliknya, kenaikan harga tanpa dasar biaya yang memadai atau 

memanfaatkan kelangkaan untuk memperoleh keuntungan berlebihan berpotensi bertentangan 

dengan prinsip tas‘ir, keadilan (‘adl), keseimbangan (wasathiyah), kemaslahatan (maslahah), hifzh 

al-mal, dan kewajaran laba. 

 

Penutup 

 Berdasarkan hasil penelitian, penyesuaian harga LPG 3 Kilogram di Desa Sucopangepok 

dipengaruhi oleh kelangkaan stok, peningkatan permintaan, dan biaya distribusi. Dalam perspektif 

hukum ekonomi syariah, penyesuaian harga dapat diterima selama didasarkan pada biaya nyata dan 

keuntungan yang wajar serta tidak merugikan salah satu pihak. Keterbatasan penelitian ini terletak 

pada cakupan wilayah yang terbatas. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan 

lokasi dan mengkaji lebih dalam faktor distribusi, margin keuntungan, serta pengawasan harga LPG 

bersubsidi. Pangkalan, pengecer, konsumen, dan pemerintah diharapkan menjalankan perannya untuk 

menjaga kewajaran harga, kelancaran serta ketepatan distribusi. 
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